PENGUMUMAN / FERATURAN PEMERINTAH

ORGANISASI DAN TATA KERUA

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
(Peraturan Menteri Perhubungan R.l Nomor PM 154 Tahun 2016,
tanggal 30 Desember 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan amanah Un-
dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan pe-
nataan organisasi unit pelaksana teknis di ling-

kungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

dan efisiensi pelaksanaan tugas Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Per-
hubungan Darat, maka perlu dilaksanakan pena-
taan wilayah kerja di lingkungan Direktorat Jen-

deral Perhubungan Darat; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Trans-

portasi Darat.

Mengingat :

1.

Nomor 4849);

ra Republik Indonesia Nomor 5025);

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repub-

lik Indonesia Nomor 56587};

bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Nega-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lem-

4,

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 5070};

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 ten-
tang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 5108};

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010
tentang Perlindungan Lingkungan Maritim {Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5109);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011
tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis
Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lin-
tas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012
tentang Kendaraan (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Ber-
motor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan {Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187,Tamba-
han Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5346);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013
tentang Jaringan Lalu Lintas dan -Angkutan Ja-
lan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomar 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5468);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan {(Lembaran Negara Re-
publik Indenesia Tahun 2014 Nomor 260, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor5594);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

12.

18k
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 8);
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Perhubungan {Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomaor 75);
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apara-
tur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 ten-
tang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis

14.

15.

Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Ke-
menterian;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomar PM 60
Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organ-

16.

isasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844} seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Republik indonesia Nomor PM 86
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012};
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal
Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133
Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kenda-
raan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1296);
Peraturan Menteri Perhubungan Nemor PM 134
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimban-

17,

20.

gan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1287);

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Pendayagunaan Apara-
tur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indone-
sia dalam surat nomor B/3923.1/M.PANRB/11/2016
tanggal 30 November 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT.

BAB |
KEDUDUKAN, TIPOLOGI, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 1
(1) Balai Pengelola Transportasi Darat yang selan-
jutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BPTD
merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Kementerian Perhubungan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Darat.
{2) BPTD dipimpin aleh Kepala.

Bagian Kedua
Tipologi
Pasal 2

Tipologi BPTD terdiri atas:

a. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transpor-
tasi darat pada wilayah dengan karakteristik da-
ratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan,
serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberan-
gan komersial dan perintis, yang selanjutnya dise-
but BPTD Tipe A;

b. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transpor-
tasi darat pada wilayah dengan karakteristik da-
ratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan,
serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberan-
gan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe
B; dan
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c. BPTD vyang melaksanakan pengelolaan trans-
portasi darat pada wilayah dengan karakteristik
kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi
jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penye-
berangan komersial dan perintis, yang selanjut-
nya disebut BPTD Tipe C.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf Pertama
Tugas dan Fungsi BPTD Tipe A
Pasal 3
BPTD Tipe A sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pen-
gelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau
dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan
penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan se-
cara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan
secara komersial.

Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 3, BPTD Tipe A menyelenggara-
kan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pen-
ingkatan, dan pengawasan
terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang,
Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermo-
tor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pen-
gujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan
pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angku-

penyelenggaraan,

tan jalan serta pengawasan teknis sarana laiu lin-
tas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pen-
gujian berkala kendaraan bermotor dan industri
karoseri;

¢. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas,
pengawasan angkutan orang antar kota antar
provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, ang-
kutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi
administrasi terhadap pelanggaran peraturan pe-
rundang-undangan di bidang lalu lintas dan ang-
kutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan
lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan
tarif angkutan jalan;

d. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pen-
ingkatan, dan pengawasan
pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan

penyelenggaraan,

yang belum diusahakan secara komersial, serta
pengaturan, pengendalian dan pengawasan ang-
kutan sungai, danau dan penyeberangan yang
komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan
secara komersial, penjaminan keamanan dan
ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi
administratif terhadap pelanggaran peraturan pe-
rundang-undangan di bidang lalu lintas dan ang-
kutan sungai, danau, dan penyeberangan yang
diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang
belum diusahakan secara komersial, peningkatan
kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan,
pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan
dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan
sungai, danau, dan penyeberangan yang diusa-
hakan secara komersial dan pelabuhan yang be-
lum diusahakan secara komersial;

e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga,
kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan
masyarakat; dan

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi BPTD Tipe B
Pasal 5

BPTD Tipe B sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pen-
gelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau
dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan
penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusa-
hakan secara komersial.

Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 5, BPTD Tipe B menyelenggara-
kan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pen-
ingkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan
terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang,
Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermo-
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tor {UPPKB}, pelaksanaan kalibrasi peralatan pen-
gujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan
pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angku-
tan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lin-
tas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pen-
gujian berkala kendaraan bermotor dan industri
karaseri;

pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lint-

as, pengawasan angkutan jalan antar kota antar | b. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pen- |
provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, ang- ingkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan
kutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang,
administrasi terhadap pelanggaran peraturan pe- Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermo-
rundang-undangan di bidang lalu lintas dan ang- tor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pen-
kutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan gujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan
lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angku-
tarif angkutan jalan; tan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lin-
pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pen- tas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pen-
ingkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan gujian berkala kendaraan bermotor dan industri
pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan karoseri;

yang belum diusahakan secara komersial, serta ¢. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lint-
pengaturan, pengendalian dan pengawasan ang- as, pengawasan angkutan jalan antar kota antar
kutan sungai, danau dan penyeberangan yang provinsi, angkutan arang tidak dalam trayek, ang-
belum diusahakan secara komersial, penjaminan kutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi
keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pen- administrasi terhadap pelanggaran peraturan pe-
gusulan sanksi adminitratif terhadap pelangga- rundang-undangan di bidang ialu lintas dan ang-
ran peraturan perundang-undangan di bidang lalu kutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan
lintas dan angkutan sungai, danau, dan penye- lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan
berangan, peningkatan kinerja dan keselamatan tarif angkutan jalan;

lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa ke- d. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pen-

pelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan
tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau,
dan penyeberangan yang belum diusahakan se-
cara komersial; pelaksanaan urusan tata usaha,
rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum,
dan hubungan masyarakat; dan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Fungsi BPTD Tipe C
Pasal 7
BPTD Tipe C sebagaimana dimaksud dalam

secara komersial dan pelabuhan yang belum diusa-
hakan secara komersial.

Pasal 8
Dalam meélaksanakan tugas sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 7, BPTD TipeC menyelenggara-

kan fungsi:

a.

penyusunan rencana, program, dan anggaran;

ingkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan
pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
vang diusahakan secara komersial dan pelabuhan
yang belum diusahakan secara komersial, serta
pengaturan, péngendalian dan pengawasan ang-
kutan sungai, danau dan penyeberangan yang di-
usahakan secara komersial dan pelabuhan yang
belum diusahakan secara komersial, penjaminan’
keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pen-
gusulan sanksi adminitratif terhadap pelangga-
ran peraturan perundang-undangan di bidang lalu
lintas dan angkutan sungai, danau, dan penye-

Pasal 2 huruf ¢, mempunyai tugas melaksanakan pen-
gelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau
dan penyeberangan, serta penyelenggaraan pelabu-

berangan yang diusahakan secara komersial dan
pelabuhan yang belum diusahakan secara komer-
sial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lin-

han penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan tas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan

9]
s
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(2)

(1)

(2)

 PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

serta pengusulan dan pemantauan tarif dan pen-
jadwalan angkutan sungai, danau, dan penye-
berangar] yang diusahakan secara komersial dan
pelabuhan yang belum diusahakan secara komer-
sial;

pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga,
kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan
masyarakat; dan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB I
SUSUNAN CRGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Qrganisasi BPTD Tipe A
Pasal 9
BPTD Tipe A terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Ja-
lan;
c. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
d. Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penye-
berangan Komersial dan Perintis; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan organisasi BPTD Tipe A sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran
| yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaku-
kan penyusunan bahan rencana, program, dan
anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga,
kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan
masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
mempunyai tugas melakukan penyusunan ba-
han pembangunan, pemeliharaan, peningkatan,
dan
penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelak-
sana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB),
pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala

penyelenggaraan, pengawasan terminal

kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan

“fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta

pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angku-
tan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala

(3)

{(4)

{1

(2)

kendaraan bermotor dan industri karoseri.

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai
tugas melakukan penyusunan bahan manajemen
dan rekayasa lalu lintas di jalan nasianal, penga-
wasan angkutan orang lintas batas negara dan/
atau antar kota antar provinsi, angkutap orang
tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyi-
dikan dan pengusulan sanksi administrasi terha-
dap pelanggaran peraturan perundang-undangan
di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningka-
tan kinerja dan keselamatan latu lintas dan angku-
tan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.
Seksi Transpartasi Sungai, Danau dan Penye-
berangan Komersial dan Perintis mempunyai
tugas melakukan penyusunan bahan pemban-
gunan, pemeliharaan, peningkatan, penyeleng-
garaan, dan pengawasan pelabuhan penyeberan-
gan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan
angkutan sungai, danau dan penyeberangan,
penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidi-
kan dan pengusulan sanksi adminitratif terhadap
pelanggaran peraturan perundang-undangan di
bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau,
dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan kes-
elamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa
kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tar-
if dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan
penyeberangan, serta penyelenggara pelabuhan
penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan
secara komersial dan pelabuhan yang belum di-
usahakan secara komersial.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi BPTD Tipe B
Pasal 11

BPTD Tipe B terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Ja-

lan;
c. Seksi Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
d. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penye-

berangan Perintis; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan organisasi BPTD Tipe B sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran
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(2)
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| yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaku-
kan, penyusunan bahan rencana, program, dan
anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga,
kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan
masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
mempunyai tugas melakukan penyusunan ba-
han pembangunan, pemeliharaan, peningkatan,
penyelenggaraan,
penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelak-
sana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB),
pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala

dan pengawasan terminal

kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan
fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta
pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angku-
tan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala
kendaraan bermotor dan industri karoseri.

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai
tugas melakukan penyuéunan bahan manajemen
dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, penga-
wasan angkutan orang lintas batas negara dan/
atau antar kota antar provinsi, angkutan orang
tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyi-
dikan dan pengusulan sanksi administrasi terha-
dap pelanggaran peraturan perundang-undangan
di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningka-
tan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angku-
tan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.
Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penye-
berangan Perintis mempunyai tugas melakukan
penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan,
peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan
pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengen-
dalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau
dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan
ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi ad-
minitratif terhadap pelanggaran peraturan perun-
dang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan
sungai, danau, dan penyeberangan, peningkatan
kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan,
pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan

(1)

(2)

(1)

{2)

pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sun-
gai, danau, dan penyeberangan, serta penyeleng-
gara pelabuhan penyeberangan paqa pelabuhan
yang belum diusahakan secara komersial.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi BPTD Tipe C
Pasal 13

BPTD Tipe C terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;

b. Seksi Transportasi Jalan;

c. Seksi.Sarana dan Prasarana Transportasi Sun-
gai, Danau dan Penyeberangan omersial dan
Perintis; :

d. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Dan-
au dan Penyeberangan Komersial dan Perintis;
dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi BPTD Tipe C sebagaimana di-

maksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran

| yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaku-
kan penyusunan bahan rencana, program, dan
anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga,
kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan
masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

Seksi Transportasi Jalan mempunyai tugas
melakukan penyusunan. bahan pembangunan,
pemsliharaan, peningkatan, penyelenggaraan,
dan pengawasan terminal penumpang tipe A, ter-
minal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kend-
araan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi
peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor,
pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun
sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis
sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan na-
sional dan pengujian berkala kendaraan bermo-
tor dan industri karoseri, pelaksanaan manajemen
dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, penga-
wasan angkutan orang lintas batas negara dan/
atau antarkota antarpravinsi, angkutan orang ti- 5
dak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidi-
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kan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap
pelanggaran peraturan perundang-undangan di
bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningka-
tan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angku-
tan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai,
Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perin-
tis mempunyai tugas melakukan penyusunan ba-
han pembangunan, pemeliharaan, peningkatan,
dan pengawasan sarana dan prasarana trans-
portasi sungai, danau dan penyeberangan pada
pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan
pelabuhan yang belum diusahakan secara komer-
sial.

(4) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau,
dan Penyeberangan Komersial dan Perintis mem-
punyai tugas melakukan penyusunan bahan pen-
gawasan dan penyelenggaraan angkutan sungai,
danau, dan penyeberangan, penjaminan keaman-
an dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan
sanksi adminitratif terhadap pelanggaran per-
aturan perundang-undangan di bidang lalu lintas
dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan,
peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas
dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan,
pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwa-
lan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan,
serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan
pada pelabuhan yang diusahakan secara komer-
sial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara
komersial.

Pasal 15
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tu-
gas melakukan kegiatan sesuai dengan jab'atan fung-
sional masing-masing berdasarkan ketentuan per-
aturan perundang-undangan.

Pasal 16
{1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 13
terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang tér-
bagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional
sesuai dengan bidang keahliannya. !
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di-

maksud pada ayat {1), dikoordinasikan oleh
seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh
Kepala BPTD.

{3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja jabatan fungsional.

{4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ke-

tentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Il
SATUAN PELAYANAN
Pasal 17

(1) Pada BPTD dapat dibentuk Satuan Pelayanan
sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi
dan beban kerja. '

(2) Satuan Pelayanan BPTD merupakan satuan tugas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala EPTD.

(3) Satuan Pelayanan BPTD dipimpin oleh seorang
Koordinator.

(4) Satuan Pelayanan BPTD melaksanakan tugas ber-
dasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala
BPTD.

BAB IV
TATA KERUA
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPTD
menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan
tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit
organisasi di lingkungan BPTD.

Pasal 19
Kepata BPTD menyampaikan laporan kepada
Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengenai hasil
pelaksanaan tugas dan fungsi BPTD secara herkala
atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 20 '

Kepala BPTD harus menyusun analisis jabatan,
peta jabatan, analisis beban kerja, uraian tugas, stan-
dar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan terha-
dap seluruh jabatan di lingkungan BPTD.
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Pasal 21

lingkungan BPTD dalam
melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam ling-
kungan BPTD maupun dalam hubungan antar instansi
pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap unsur di

Pasal 22
Setiap pimpinan unit organisasi harus mener-
apkan sistem pengendalian intern pemerintah di

lingkungan masing masing untuk mewujudkan ter- |

laksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui
penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelapo-
ran kinerja yang terintegrasi.

Pasal 23
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung
jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan
dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksa-
naan tugas bawahan.

Pasal 24
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengi-
kuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab
pada atasan masing-masing dan menyampaikan lapo-
ran kinerja secara berkala tepat .pada waktunya.

Pasal 25
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan
unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pen-
gawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V
ESELON
Pasal 26

{1) Kepala BPTD merupakan jabatan struktural es-
elon lil.a atau jabatan Administrator.

{2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan
jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan Pen-
gawas.

(3) Koordinator Satuan Pelayanan merupakan ja-
batan non eselon.

Pasal 27

(1) Kepala BPTD, Kepala Subbagian, dan Kepala Sek-

si diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

(2) Koordinator Satuan Pelayanan diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala BPTD.

BAB VI
LOKASI
Pasal 28

{1) Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, jumlah
BPTD sebanyak 25 {dua puluh lima) lokasi.

{2) Nama, lokasi, wilayah kerja, dan Satuan Pelay-
anan BPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
tercantum dalam lampiran |l yang merupakan ba-
gian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Vi
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

{1) Pengisian sumber daya manusia pada BPTD di-
lakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetap-
kannya Peraturan Menteri ini."

{2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini
biaya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
BPTD dibebankan pada anggaran Direktorat Jen-
deral Perhubungan Darat sampai dengan Balai |
Pengelola Transportasi Darat memiliki anggaran
sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Pasal 30
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri
ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang
memangku jabatan di lingkungan:

a. Kantor Pelabuhan Penyeberangan berdasarkan

- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60
tahun'2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pelabuhan Penyeberangan;

b. Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau,
dan Penyeberangan berdasarkan Peraturan Men-
teri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2011 ten- |
tang Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas
Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberan-
gan; dan

c. Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan ber-
dasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 85 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
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bl ator Otorias PUIMBUNAR Hoyoberangan,
tetap melaksanakan tugas dan fungsi masing-ma-
sing, sampai dengan diatur kembali berdasarkan
Peraturan Menteri ini.

Pasal 31
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri
ini, seluruh peraturan pelaksana dari:

a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60
tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pelabuhan Penyeberangan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan; dan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau,
dan Penyeberangan.

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentan-

gan dan/atau belum diubah atau diganti dengan per-

aturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIl
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32
Kepala BPTD harus menyampaikan usulan
rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis
‘ kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian
hasil kerja jabatan, hasil analisis jabatan, peta jabatan,
analisis beban kerja, uraian tugas, standar kompetensi
jabatan-dankelas jabatan berdasarkan analisis jabatan
dan evaluasi jabatan kepada Direktur Jenderal Per-
hubungan Darat untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Menteri paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan
Menteri ini berlaku.

Pasal 33
Perubahan atas organisasi dan tata kerja
BPTD menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh
Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan
tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur neg-
ara.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60
tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pelabuhan Penyeberangan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan; dan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, |
dan Penyeberangan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016
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